
Volume 2 Nomor 1 Tahun 2024 

E-ISSN : 2988-7658 

DOI : 10.59966/yudhistira.v2i1.1688 

                             YUDHISTIRA 
                                          Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan 

 

  

72 

Konsistensi Yurisprudensi dalam Penyelesaian Sengketa Tata 
Usaha Negara  

 
Iin Inda Afriyanti 

MTs Darul Anshor, Lombok Tengah, Indonesia  
Iinindafrianti@gmail.com  

 
Diserahkan tanggal 10 Februari 2024| Diterima tanggal 05 Maret 2024 | Diterbitkan tanggal 28 Maret 2024  

 
Abstract:  
The purpose of this study was to analyze the consistency of jurisprudence in the settlement of administrative disputes in 
Indonesia, as well as its implications for legal certainty. This study uses qualitative research methods with a case study 
approach, which examines several administrative court decisions and analyzes the pattern and consistency of decisions taken 
by the Supreme Court. The results showed that despite efforts to create consistency in court decisions, some decisions still 
showed significant differences in the application of applicable legal principles. Further discussion identifies factors that 
influence such inconsistencies, including the influence of evolving social, political dynamics, and legal interpretations. The 
conclusion of this study is that despite good efforts in establishing consistency, there are still challenges in ensuring uniformity of 
decisions, which affects the quality and credibility of the administrative law system. 
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Abstrak :  
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsistensi yurisprudensi dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara 
di Indonesia, serta implikasinya terhadap kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif 
dengan pendekatan studi kasus, yang mengkaji beberapa putusan pengadilan tata usaha negara dan menganalisis pola serta 
konsistensi keputusan yang diambil oleh Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat 
upaya untuk menciptakan konsistensi dalam putusan pengadilan, beberapa keputusan tetap menunjukkan perbedaan yang 
signifikan dalam penerapan prinsip hukum yang berlaku. Pembahasan lebih lanjut mengidentifikasi faktor-faktor yang 
mempengaruhi ketidakkonsistenan tersebut, termasuk pengaruh dinamika sosial, politik, dan interpretasi hukum yang 
berkembang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah meskipun ada upaya yang baik dalam membangun konsistensi, masih 
ada tantangan dalam memastikan keseragaman keputusan, yang mempengaruhi kualitas dan kredibilitas sistem hukum 
tata usaha negara. 
 
Kata Kunci: Konsistensi Yurisprudensi, Sengketa Tata Usaha Negara, Putusan Pengadilan, Kepastian Hukum, 
Mahkamah Agung. 
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PENDAHULUAN 

Sengketa tata usaha negara (TUN) merupakan bagian penting dalam sistem hukum 
Indonesia, di mana sengketa ini melibatkan tindakan atau keputusan pejabat administrasi negara 
yang dianggap merugikan individu atau kelompok (Rayhan & Krisna Wijaya, 2022). Sengketa ini 
sering kali berhubungan dengan kebijakan publik, keputusan administrasi, atau regulasi yang 
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diberlakukan oleh pemerintah atau lembaga negara. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa tata 
usaha negara memiliki peran sentral dalam menciptakan keadilan dan memastikan hak-hak 
individu tidak dilanggar oleh tindakan birokrasi yang tidak sah atau sewenang-wenang. Namun, 
salah satu tantangan besar dalam penyelesaian sengketa TUN adalah konsistensi putusan 
pengadilan yang dapat mempengaruhi kepastian hukum di Indonesia (Bertha Maulidina et al., 
2023). 

Dalam konteks ini, yurisprudensi atau putusan pengadilan yang dijadikan pedoman untuk 
kasus serupa menjadi sangat relevan. Yurisprudensi yang konsisten dapat memberikan pedoman 
yang jelas bagi pihak yang terlibat dalam sengketa TUN (Bhakti, T. S., & SH, n.d.), baik itu 
individu, lembaga, atau pejabat negara. Konsistensi ini juga menjadi landasan dalam memastikan 
bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan adalah adil dan objektif, serta tidak dipengaruhi 
oleh kepentingan tertentu. Namun, penerapan yurisprudensi yang konsisten dalam sengketa TUN 
tidak selalu berjalan mulus. Beberapa keputusan pengadilan menunjukkan ketidakkonsistenan, 
yang mengarah pada ketidakpastian hukum dan dapat merugikan pihak yang terlibat (Rayhan & 
Krisna Wijaya, 2022). 

Penelitian sebelumnya mengenai yurisprudensi dalam sengketa TUN cenderung fokus 
pada analisis umum terhadap penerapan prinsip-prinsip hukum dalam keputusan pengadilan, 
Penelitian oleh Rahmawati, (2020) menyoroti bagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung dalam 
perkara TUN digunakan sebagai rujukan untuk memperkuat argumentasi hukum hakim tingkat 
pertama dan banding, khususnya dalam kasus sengketa kepegawaian. Namun, fokus utamanya 
masih sebatas pada penerapan prinsip umum seperti asas legalitas dan perlindungan hukum, 
tanpa membahas lebih dalam bagaimana yurisprudensi tersebut membentuk pola pengambilan 
keputusan dalam jangka panjang. namun jarang yang menyoroti konsistensi yurisprudensi sebagai 
faktor utama dalam membangun sistem hukum yang terpercaya. Sebagian besar penelitian lebih 
banyak mengkaji aspek hukum substansial dan prosedural, tanpa memberikan perhatian yang 
cukup pada bagaimana perubahan sosial, politik, atau interpretasi hukum mempengaruhi 
konsistensi dalam keputusan pengadilan. Di sinilah pentingnya penelitian ini, yang bertujuan 
untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana konsistensi yurisprudensi diterapkan dalam 
sengketa tata usaha negara, dan apa dampaknya terhadap sistem hukum Indonesia. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena berfokus pada upaya untuk 
menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi konsistensi yurisprudensi, serta tantangan yang 
dihadapi oleh Mahkamah Agung dalam menjaga keseragaman putusan dalam kasus sengketa 
TUN. Dalam hal ini, penelitian ini tidak hanya mengkaji hukum positif yang berlaku, tetapi juga 
memperhatikan dinamika sosial dan politik yang turut mempengaruhi pengambilan keputusan 
oleh hakim. Dengan kata lain, penelitian ini mencoba untuk melihat lebih luas dan mendalam 
mengenai konteks di balik putusan pengadilan, bukan hanya hasil akhir dari keputusan itu sendiri. 

Selain itu, penelitian ini juga menyertakan analisis terhadap putusan pengadilan yang lebih 
terbaru, yang sering kali mencerminkan perubahan dalam pola pikir dan pendekatan hukum. 
Dengan demikian, penelitian ini berusaha untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 
pemahaman tentang konsistensi yurisprudensi dalam sengketa TUN dengan menyoroti aspek 
perkembangan hukum dan dinamika yang mungkin belum banyak diperhatikan oleh studi 
sebelumnya. Fokus pada putusan terbaru juga menjadi salah satu novelty dari penelitian ini, 
karena banyak penelitian sebelumnya hanya mengandalkan keputusan-keputusan yang sudah lama 
atau bersifat umum, tanpa melihat perkembangan hukum yang terjadi seiring waktu. 

Selain itu, novelty penelitian ini terletak pada metodologi yang digunakan, yaitu 
pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang mendalam. Pendekatan ini memungkinkan 
peneliti untuk tidak hanya melihat pola putusan, tetapi juga memahami konteks dan latar belakang 
keputusan-keputusan tersebut. Dengan menganalisis kasus-kasus yang relevan, penelitian ini 
berusaha untuk memberikan gambaran yang lebih utuh tentang bagaimana konsistensi 
yurisprudensi berperan dalam penyelesaian sengketa TUN di Indonesia. 
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Penting untuk dicatat bahwa konsistensi yurisprudensi dalam sengketa TUN tidak hanya 
mempengaruhi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa itu sendiri, tetapi juga memberikan 
dampak yang lebih luas terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum secara 
keseluruhan. Jika konsistensi tidak tercapai, maka akan terjadi ketidakpastian yang dapat 
mengganggu stabilitas hukum, yang pada gilirannya dapat merugikan negara dan masyarakat. Oleh 
karena itu, penelitian ini sangat relevan untuk menilai bagaimana Mahkamah Agung dapat 
menjaga dan meningkatkan konsistensi dalam putusannya agar menciptakan kepastian hukum 
yang dapat diterima oleh semua pihak. 

Sistem hukum Indonesia, sebagai bagian dari negara hukum yang demokratis, harus dapat 
menjamin bahwa setiap keputusan pengadilan dapat diterima dengan rasa keadilan oleh semua 
pihak yang terlibat. Untuk itu, konsistensi dalam pengambilan keputusan oleh Mahkamah Agung 
dalam sengketa TUN perlu diperkuat agar dapat menciptakan preseden hukum yang dapat 
dijadikan pedoman bagi penyelesaian kasus serupa di masa depan. Oleh karena itu, penelitian ini 
bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana Mahkamah Agung dapat meningkatkan 
kualitas dan konsistensi putusannya, serta apa langkah-langkah yang perlu diambil untuk 
mencapai tujuan tersebut. 

Pada akhirnya, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan analisis terhadap 
konsistensi yurisprudensi dalam sengketa tata usaha negara, tetapi juga memberikan rekomendasi 
konkret bagi pembuat kebijakan dan lembaga peradilan untuk memperbaiki dan memperkuat 
sistem peradilan tata usaha negara di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan hukum tata usaha negara dan sistem 
peradilan di Indonesia secara keseluruhan. 

 
METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang 
bertujuan untuk menganalisis konsistensi yurisprudensi dalam penyelesaian sengketa tata usaha 
negara di Indonesia (Sugiyono., 2019). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan 
untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang terjadi dalam 
praktik peradilan, khususnya dalam hal konsistensi keputusan pengadilan. Studi kasus menjadi 
pilihan yang tepat karena memungkinkan peneliti untuk menggali lebih jauh mengenai faktor-
faktor yang mempengaruhi putusan pengadilan dalam sengketa TUN dan bagaimana konsistensi 
yurisprudensi diterapkan dalam setiap kasus. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi literatur yang 
mendalam, yang mencakup analisis terhadap beberapa putusan Mahkamah Agung yang relevan 
dengan sengketa tata usaha negara. Peneliti memilih untuk menganalisis putusan-putusan terbaru 
yang dianggap memberikan gambaran tentang tren dan perkembangan dalam penerapan prinsip-
prinsip hukum dalam kasus TUN. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif, 
dengan memfokuskan perhatian pada pola-pola yang muncul dalam putusan-putusan tersebut, 
serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketidakkonsistenan atau konsistensi dalam putusan. 

Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan dalam 
penerapan hukum pada kasus yang serupa, serta menggali lebih dalam mengenai latar belakang 
atau konteks yang mempengaruhi keputusan hakim. Penelitian ini tidak hanya terbatas pada 
analisis hukum positif yang berlaku, tetapi juga memperhitungkan aspek-aspek sosial, politik, dan 
perubahan interpretasi hukum yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan di 
pengadilan. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih 
holistik mengenai tantangan yang dihadapi oleh Mahkamah Agung dalam menjaga konsistensi 
yurisprudensi. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menyajikan hasil yang lebih kaya dan 
kontekstual, dengan mengaitkan teori hukum dengan praktik nyata yang terjadi di lapangan. Selain 
itu, pendekatan kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk merumuskan rekomendasi yang lebih 



E-ISSN : 2988-7658                      YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan 
 

75 

Volume 2 Nomor 1 Tahun 2024 

relevan dan aplikatif bagi pembuat kebijakan dan lembaga peradilan dalam meningkatkan 
konsistensi dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara di masa depan. 

 
PEMBAHASAN 
Pengaruh Yurisprudensi Terhadap Kepastian Hukum dalam Sengketa Tata Usaha 
Negara 

Yurisprudensi, sebagai pedoman bagi pengadilan dalam memutuskan kasus serupa, 
memainkan peran penting dalam menciptakan kepastian hukum dalam sengketa tata usaha negara 
(Simanjuntak, 2019). Dalam konteks hukum Indonesia, Mahkamah Agung sebagai lembaga 
tertinggi peradilan memiliki kewenangan untuk menetapkan preseden melalui putusannya yang 
dapat dijadikan acuan bagi pengadilan tingkat pertama dan banding. Kepastian hukum ini tidak 
hanya penting bagi pihak yang terlibat dalam sengketa, tetapi juga untuk masyarakat secara luas, 
karena mengurangi ketidakpastian yang dapat timbul akibat keputusan yang bervariasi dalam 
kasus yang serupa. 

Kepastian hukum yang diberikan oleh yurisprudensi memungkinkan masyarakat untuk 
mengetahui dengan jelas bagaimana suatu norma atau aturan akan diterapkan oleh pengadilan 
dalam kondisi yang serupa. Hal ini memberikan rasa aman dan kepercayaan terhadap sistem 
hukum, yang pada gilirannya mendukung stabilitas hukum di negara tersebut. Jika yurisprudensi 
diterapkan dengan konsisten, pihak yang dirugikan oleh keputusan administrasi negara dapat 
merasa bahwa hak-haknya akan dilindungi melalui jalur hukum yang dapat diprediksi dan adil. 

Namun, dalam kenyataannya, penerapan yurisprudensi dalam sengketa tata usaha negara 
tidak selalu menghasilkan keputusan yang konsisten. Seringkali terdapat perbedaan dalam 
interpretasi terhadap norma atau aturan yang sama (Hikmah, 2024). Hal ini dapat terjadi akibat 
perubahan perspektif sosial, politik, atau ekonomi yang mempengaruhi cara pandang hakim 
terhadap suatu perkara. Misalnya, dalam kasus sengketa yang melibatkan kebijakan publik atau 
keputusan administrasi negara, perubahan dalam konteks sosial-politik dapat mempengaruhi cara 
hakim menilai keabsahan atau kewajaran keputusan yang diambil oleh pejabat negara. 

Selain itu, meskipun Mahkamah Agung berupaya untuk menjaga konsistensi melalui 
putusannya, terdapat tantangan dalam menyeimbangkan antara pengakuan terhadap norma yang 
telah mapan dengan kebutuhan untuk beradaptasi dengan perkembangan hukum yang terjadi. 
Dalam hal ini, Mahkamah Agung harus menjaga agar preseden yang telah ada tetap relevan 
dengan perubahan zaman, tanpa kehilangan fondasi hukum yang ada. Oleh karena itu, meskipun 
yurisprudensi dapat memberikan kepastian hukum, keberhasilan dalam mencapai konsistensi 
bergantung pada sejauh mana pengadilan dapat menanggapi dinamika yang terjadi dalam 
masyarakat. 

Dalam sengketa mengenai pembatalan keputusan pemerintah yang membatasi izin usaha 
kecil, seorang pengusaha mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN). 
Meskipun ada yurisprudensi yang menyatakan bahwa keputusan administratif yang membatasi 
hak usaha harus dibatalkan jika tidak memenuhi prinsip keadilan dan asas proporsionalitas, dalam 
kasus ini hakim tidak sepenuhnya mengikuti putusan sebelumnya. Akibatnya, pengusaha tersebut 
merasa dirugikan karena keputusan pengadilan yang tidak konsisten, yang mengarah pada 
ketidakpastian hukum dan rasa ketidakadilan, mengingat bahwa pihak lain dengan kasus serupa 
sebelumnya memperoleh keputusan yang lebih menguntungkan. Tanpa penerapan yurisprudensi 
yang konsisten, pihak yang terlibat dalam sengketa TUN ini merasa haknya tidak dilindungi 
dengan setara. 

Namun, terdapat pula beberapa contoh dimana penerapan yurisprudensi yang konsisten 
justru menimbulkan ketidakadilan. Ini biasanya terjadi ketika preseden yang ada tidak 
memperhitungkan perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat saat itu. Misalnya, preseden 
yang berlaku mungkin didasarkan pada peraturan yang sudah usang atau tidak lagi mencerminkan 
perkembangan zaman, sehingga keputusan yang diambil oleh pengadilan tidak lagi sesuai dengan 
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harapan keadilan masyarakat. Dalam hal ini, yurisprudensi yang ada dapat menjadi hambatan bagi 
terciptanya keadilan substantif, meskipun secara formal sudah konsisten diterapkan. 

Penting untuk dicatat bahwa konsistensi yurisprudensi tidak selalu identik dengan keadilan. 
Kadang-kadang, penerapan prinsip-prinsip hukum yang konsisten justru dapat memperkuat 
ketidakadilan, terutama jika tidak ada ruang untuk mempertimbangkan konteks yang lebih luas. 
Oleh karena itu, meskipun konsistensi penting dalam memberikan kepastian hukum, harus ada 
fleksibilitas dalam sistem peradilan untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil 
juga mencerminkan nilai-nilai keadilan yang lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan pentingnya 
evaluasi berkala terhadap yurisprudensi yang diterapkan. 

Dalam banyak kasus, masyarakat berharap bahwa putusan pengadilan dapat mencerminkan 
tidak hanya kepastian hukum, tetapi juga keadilan yang substantif. Oleh karena itu, yurisprudensi 
harus dijaga konsistensinya, tetapi pada saat yang sama, harus ada ruang untuk mengadaptasi dan 
mengakomodasi perkembangan sosial yang terjadi. Mahkamah Agung, sebagai lembaga yang 
berwenang untuk mengembangkan yurisprudensi, perlu memastikan bahwa konsistensi yang 
dijaga tidak mengorbankan kualitas keadilan yang diberikan kepada para pencari keadilan. 

Seiring berjalannya waktu, dengan adanya tantangan dalam dunia hukum yang semakin 
kompleks, Mahkamah Agung juga harus mengembangkan metode-metode baru dalam mengelola 
yurisprudensi. Dalam hal ini, pendekatan yang lebih inklusif dan memperhatikan perkembangan 
masyarakat akan semakin penting untuk memastikan bahwa sistem peradilan tidak hanya 
mengedepankan konsistensi, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan sosial yang berkembang. 

Terakhir, meskipun konsistensi yurisprudensi memainkan peran kunci dalam menciptakan 
kepastian hukum, perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dari Mahkamah Agung terhadap 
penerapan yurisprudensi di tingkat pengadilan yang lebih rendah. Tanpa pengawasan yang 
memadai, risiko terjadinya penyimpangan dari prinsip-prinsip konsistensi ini sangat besar, yang 
pada akhirnya akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. 

 
Tantangan dalam Menjaga Konsistensi Yurisprudensi pada Kasus Sengketa Tata Usaha 
Negara 

Menjaga konsistensi yurisprudensi dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara tidaklah 
mudah. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Mahkamah Agung adalah adanya 
perbedaan interpretasi terhadap norma hukum yang sama oleh hakim yang berbeda. Setiap hakim, 
meskipun berpedoman pada prinsip yang sama, dapat memiliki pendekatan yang berbeda dalam 
menilai suatu kasus. Hal ini sering kali dipengaruhi oleh latar belakang, pemahaman, dan 
pandangan pribadi hakim terhadap suatu isu hukum. 

Perbedaan interpretasi ini sering terjadi dalam kasus-kasus sengketa tata usaha negara yang 
melibatkan kebijakan publik atau keputusan administratif negara. Kebijakan ini seringkali sangat 
kompleks dan dinamis, dengan banyak faktor eksternal yang mempengaruhi penerapannya. Oleh 
karena itu, seorang hakim mungkin menghadapi kesulitan dalam menentukan apakah keputusan 
administrasi negara tersebut sah atau tidak, dan apakah keputusan tersebut sudah sesuai dengan 
prinsip keadilan yang berlaku. 

Selain itu, perubahan sosial dan politik yang terjadi dalam masyarakat juga dapat 
mempengaruhi konsistensi yurisprudensi. Keputusan Mahkamah Agung yang telah dianggap 
sebagai preseden yang konsisten pada suatu waktu, mungkin tidak lagi relevan jika terdapat 
perubahan besar dalam struktur sosial atau sistem politik. Misalnya, perubahan kebijakan 
pemerintah atau reformasi hukum yang terjadi dapat menuntut adanya penyesuaian dalam cara 
pandang hakim terhadap sebuah sengketa TUN. Oleh karena itu, konsistensi yurisprudensi tidak 
selalu dapat dipertahankan dengan cara yang kaku. 

Salah satu tantangan lainnya adalah kurangnya pedoman yang jelas bagi hakim dalam 
mengaplikasikan yurisprudensi. Mahkamah Agung, meskipun memiliki peran penting dalam 
menetapkan preseden, tidak selalu memberikan panduan yang cukup detail tentang bagaimana 
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yurisprudensi tersebut harus diterapkan dalam kasus-kasus spesifik. Akibatnya, pengadilan di 
tingkat yang lebih rendah mungkin kesulitan dalam memutuskan perkara yang serupa dengan 
mengacu pada preseden yang ada. Di samping itu, kendala administratif juga sering kali menjadi 
hambatan dalam menjaga konsistensi yurisprudensi. Proses yang lambat dan beban perkara yang 
tinggi dapat menyebabkan Mahkamah Agung tidak selalu dapat memutuskan perkara dengan 
cepat dan tepat. Hal ini dapat menyebabkan tertundanya pengembangan atau perubahan 
yurisprudensi yang diperlukan untuk menanggapi perkembangan hukum dan sosial yang terjadi. 

Faktor lain yang mempengaruhi tantangan dalam menjaga konsistensi adalah kurangnya 
keterbukaan dan komunikasi antara Mahkamah Agung dengan pengadilan tingkat pertama dan 
banding. Meskipun Mahkamah Agung menetapkan preseden, pengadilan di tingkat yang lebih 
rendah mungkin tidak selalu mendapatkan pemahaman yang sama tentang bagaimana preseden 
tersebut harus diterapkan. Keterbukaan terhadap analisis dan interpretasi yang lebih luas terhadap 
yurisprudensi sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh 
pengadilan di seluruh Indonesia memiliki keseragaman. 

Perbedaan yang terjadi dalam penerapan yurisprudensi juga sering kali dipengaruhi oleh 
faktor eksternal, seperti tekanan politik, sosial, atau bahkan media (Kamagi Gita Anggraeni, 
2018). Dalam beberapa kasus, masyarakat atau pemerintah dapat mencoba mempengaruhi proses 
pengambilan keputusan di pengadilan, yang akhirnya dapat menurunkan konsistensi keputusan 
pengadilan. Oleh karena itu, menjaga independensi hakim dan mencegah adanya intervensi dari 
luar sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan pengadilan didasarkan pada prinsip 
hukum yang objektif dan konsisten. Selain itu, penggunaan teknologi dalam sistem peradilan 
dapat menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga konsistensi yurisprudensi. Meskipun teknologi 
dapat membantu dalam mempercepat proses administrasi dan pengumpulan data, penggunaan 
teknologi dalam penyusunan keputusan dan analisis hukum masih memerlukan perhatian lebih. 
Mahkamah Agung perlu memastikan bahwa teknologi yang digunakan tidak hanya efisien, tetapi 
juga memadai dalam menyimpan dan mendistribusikan informasi mengenai yurisprudensi yang 
relevan dengan kasus yang sedang diperiksa. 
 
Peran Mahkamah Agung dalam Memperkuat Konsistensi Yurisprudensi 

Mahkamah Agung memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat konsistensi 
yurisprudensi dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara. Sebagai lembaga tertinggi dalam 
sistem peradilan Indonesia, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menentukan preseden 
yang akan dijadikan acuan oleh pengadilan-pengadilan di tingkat yang lebih rendah. Sebagai pusat 
pengawasan hukum, Mahkamah Agung harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil 
sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang berlaku. Dalam menjalankan fungsinya, 
Mahkamah Agung tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pengarah dalam 
pengembangan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, Mahkamah Agung perlu memperhatikan 
berbagai perkembangan sosial dan politik yang dapat mempengaruhi pemahaman dan penerapan 
hukum di masyarakat. Agar konsistensi yurisprudensi dapat terjaga, Mahkamah Agung harus 
bekerja sama dengan pengadilan di tingkat yang lebih rendah dan memastikan bahwa mereka 
memiliki pemahaman yang sama mengenai penerapan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Selain 
itu, Mahkamah Agung perlu memiliki mekanisme yang jelas dalam mengelola dan 
mendokumentasikan yurisprudensi. Pengumpulan, analisis, dan publikasi keputusan-keputusan 
yang dibuat oleh Mahkamah Agung harus dilakukan secara sistematis agar pengadilan-pengadilan 
lain dapat dengan mudah mengaksesnya dan menerapkan keputusan tersebut dalam perkara yang 
mereka tangani. Dalam hal ini, penggunaan teknologi informasi dapat menjadi alat yang sangat 
berguna untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap yurisprudensi yang ada. 

Penting bagi Mahkamah Agung untuk menyusun panduan yang jelas tentang bagaimana 
preseden harus diterapkan dalam berbagai jenis sengketa tata usaha negara. Panduan ini dapat 
mencakup analisis mengenai elemen-elemen yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam setiap 
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kasus yang mereka tangani, serta contoh-contoh penerapan preseden yang relevan. Dengan 
adanya panduan yang jelas, konsistensi penerapan yurisprudensi dapat lebih terjamin. 
Keberhasilan Mahkamah Agung dalam memperkuat konsistensi yurisprudensi juga bergantung 
pada transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Dengan memastikan 
bahwa setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik, 
Mahkamah Agung akan dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat bahwa keputusan yang 
dibuat berdasarkan pada pertimbangan yang objektif dan konsisten. Lebih jauh lagi, Mahkamah 
Agung harus memastikan bahwa hakim-hakim yang terlibat dalam penerapan yurisprudensi 
memiliki pemahaman yang mendalam dan kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya konsistensi 
hukum. Ini bisa dicapai melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi hakim, yang 
mencakup topik-topik terkait perkembangan terbaru dalam hukum tata usaha negara, baik yang 
bersifat teoritis maupun praktis. Dengan cara ini, hakim akan dapat membuat keputusan yang 
lebih tepat dan sesuai dengan perkembangan yurisprudensi yang ada. 

Sebagai pengawal konsistensi yurisprudensi, Mahkamah Agung juga harus bisa merespons 
secara proaktif terhadap perubahan-perubahan dalam dinamika sosial dan hukum. Ini berarti 
Mahkamah Agung tidak hanya mengandalkan preseden yang ada, tetapi juga siap untuk 
melakukan revisi terhadap preseden ketika dibutuhkan. Misalnya, jika ada keputusan-keputusan 
baru yang lebih mencerminkan keadilan bagi masyarakat, maka Mahkamah Agung harus dapat 
mempertimbangkan perubahan preseden agar lebih relevan dengan perkembangan zaman. Tentu 
saja, setiap revisi yang dilakukan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan dan hukum 
yang tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar masyarakat. 

Untuk memperkuat konsistensi yurisprudensi, Mahkamah Agung perlu lebih aktif dalam 
mengkomunikasikan arah hukum yang telah disepakati melalui keputusan-keputusan yang 
diambil. Ini bisa dilakukan melalui penerbitan buku panduan atau laporan tahunan mengenai 
perkembangan yurisprudensi di Indonesia. Laporan tersebut bisa mencakup analisis mengenai 
perkembangan utama dalam yurisprudensi dan bagaimana hal itu mempengaruhi penerapan 
hukum dalam praktik, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan konsistensi 
pengadilan di seluruh Indonesia. Hal ini akan memberikan wawasan yang lebih jelas kepada 
pengadilan tingkat pertama dan banding dalam menerapkan keputusan yang sejalan dengan 
preseden yang ada. Di sisi lain, Mahkamah Agung juga memiliki peran penting dalam menjaga 
integritas sistem peradilan (Tambunan et al., 2024). Sebagai lembaga yang memimpin pengadilan 
di seluruh Indonesia, Mahkamah Agung harus memastikan bahwa tidak ada faktor eksternal, 
seperti tekanan politik atau social (Paradita & Triadi, 2024), yang dapat memengaruhi 
independensi hakim dalam mengambil keputusan. Transparansi dalam proses peradilan dan 
ketersediaan informasi yang cukup mengenai putusan yang diambil sangat penting dalam 
memastikan bahwa konsistensi yurisprudensi dapat terjaga dengan baik. Hal ini akan memastikan 
bahwa keputusan yang dibuat tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara substansial 
bagi semua pihak yang terlibat. 

Selain itu, Mahkamah Agung harus memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, seperti 
Kementerian Hukum dan HAM serta lembaga-lembaga pendidikan hukum, untuk 
memperbaharui pemahaman hukum bagi para praktisi hukum, termasuk hakim. Ini akan 
memastikan bahwa seluruh sistem hukum Indonesia berjalan dalam satu visi yang sama dan 
konsisten, terutama dalam sengketa tata usaha negara yang sering kali melibatkan keputusan 
administratif yang berpengaruh besar terhadap hak-hak warga negara (Hajiji, 2013). Sebagai 
penutup, peran Mahkamah Agung dalam memperkuat konsistensi yurisprudensi adalah kunci 
untuk menciptakan sistem peradilan yang dapat diandalkan oleh masyarakat. Dengan menjaga 
konsistensi melalui pengawasan yang ketat dan responsif terhadap perubahan, Mahkamah Agung 
dapat memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dan hukum tetap ditegakkan, serta memberikan 
rasa aman dan kepercayaan kepada publik terhadap sistem hukum Indonesia. 
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Dampak Konsistensi Yurisprudensi Terhadap Penyelesaian Sengketa Tata Usaha 
Negara 

Konsistensi yurisprudensi memiliki dampak yang signifikan terhadap penyelesaian sengketa 
tata usaha negara, baik dalam perspektif hukum, sosial, maupun ekonomi. Dampak positif dari 
konsistensi yurisprudensi terlihat dalam terciptanya keadilan yang merata, di mana setiap pihak 
yang terlibat dalam sengketa administratif akan mendapatkan perlakuan yang sama berdasarkan 
aturan yang sudah jelas dan mapan. Konsistensi ini memastikan bahwa keputusan yang diambil 
oleh pengadilan selalu mengacu pada prinsip hukum yang serupa, yang menghindarkan adanya 
keputusan yang inkonsisten dan tidak adil. 

Dalam hal ini, konsistensi yurisprudensi menjadi alat untuk menanggulangi ketidakpastian 
hukum (Simanjuntak, 2019), yang sering kali menjadi salah satu sumber ketidakpercayaan 
masyarakat terhadap sistem hukum. Ketika hakim-hakim secara konsisten menerapkan prinsip-
prinsip yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung, masyarakat akan merasa bahwa keputusan 
yang diambil adalah keputusan yang dapat diprediksi, adil, dan tidak terpengaruh oleh faktor 
eksternal seperti politik atau kepentingan pribadi. Namun, meskipun konsistensi yurisprudensi 
memberikan banyak manfaat, ada juga dampak negatif yang perlu diperhatikan, terutama ketika 
yurisprudensi yang ada tidak mampu menanggapi perubahan zaman. Jika preseden yang ada 
terlalu kaku dan tidak fleksibel terhadap perkembangan baru dalam masyarakat, ini dapat 
menimbulkan ketidakadilan, terutama ketika keputusan administratif negara bertentangan dengan 
harapan masyarakat atau melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, meskipun konsistensi 
penting, pengadilan harus tetap responsif terhadap perkembangan hukum dan kebutuhan sosial 
yang terjadi. 

Dampak lain yang perlu dicermati adalah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan 
yurisprudensi sebagai alat untuk melindungi keputusan yang tidak adil atau tidak sah. Misalnya, 
dalam beberapa kasus, pengadilan dapat mengandalkan preseden yang tidak lagi relevan atau 
sudah dicabut untuk membenarkan keputusan administratif yang merugikan masyarakat. Oleh 
karena itu, penting bagi Mahkamah Agung untuk melakukan evaluasi berkala terhadap preseden 
yang ada, memastikan bahwa yurisprudensi yang diterapkan selalu mencerminkan nilai-nilai 
keadilan yang sejalan dengan perkembangan zaman. 

Selain itu, konsistensi yurisprudensi juga memiliki dampak positif dalam hal penyelesaian 
sengketa yang lebih efisien. Dengan adanya pedoman yang jelas dan preseden yang konsisten, 
proses peradilan dalam sengketa tata usaha negara menjadi lebih cepat dan terstruktur. Hal ini 
dapat mengurangi beban kerja pengadilan dan memberikan keadilan yang lebih cepat bagi pihak 
yang terlibat dalam sengketa, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan masyarakat 
terhadap sistem hukum. Namun, dalam beberapa kasus, konsistensi yurisprudensi juga dapat 
memperburuk situasi apabila pengadilan terlalu memaksakan penerapan preseden yang sudah 
tidak relevan. Dalam kondisi seperti ini, meskipun proses hukum berjalan dengan cepat, 
keputusan yang diambil mungkin tidak mencerminkan keadilan substantif. Ini menunjukkan 
pentingnya keseimbangan antara mempertahankan konsistensi dan menjaga fleksibilitas dalam 
penerapan hukum, agar keputusan yang diambil tetap relevan dengan situasi terkini dan tidak 
menimbulkan ketidakadilan. 

Dari segi sosial, konsistensi yurisprudensi dalam sengketa tata usaha negara juga dapat 
memperkuat stabilitas sosial. Ketika masyarakat merasa bahwa sistem hukum bekerja dengan adil 
dan konsisten, mereka cenderung lebih mempercayai pemerintah dan lembaga-lembaga negara 
lainnya. Kepercayaan ini menjadi salah satu kunci dalam membangun iklim sosial yang kondusif, 
yang pada akhirnya berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Secara 
keseluruhan, dampak konsistensi yurisprudensi dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara 
sangat besar. Konsistensi ini dapat memastikan bahwa keadilan ditegakkan, kepastian hukum 
tercipta, dan proses hukum menjadi lebih efisien. Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait 
dengan perkembangan zaman yang mengharuskan sistem peradilan untuk selalu dinamis dan 
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responsif terhadap perubahan sosial dan politik. Oleh karena itu, penting untuk terus 
mengevaluasi yurisprudensi yang ada agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan 
memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang sejati. 

 
SIMPULAN 

Penelitian ini telah menunjukkan bahwa konsistensi yurisprudensi dalam penyelesaian 
sengketa tata usaha negara memegang peranan penting dalam menciptakan kepastian hukum, 
keadilan, dan efisiensi dalam sistem peradilan. Meskipun ada tantangan yang dihadapi dalam 
menjaga konsistensi, seperti perbedaan interpretasi antara hakim dan perubahan sosial-politik 
yang mempengaruhi penerapan hukum, Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi peradilan 
memiliki peran kunci dalam memperkuat dan memastikan penerapan preseden yang konsisten di 
seluruh Indonesia.Peran Mahkamah Agung dalam memberikan panduan yang jelas tentang 
penerapan yurisprudensi, mengembangkan mekanisme pengawasan yang lebih baik, dan menjaga 
independensi pengadilan sangat penting dalam menjaga kualitas keputusan hukum. Namun, perlu 
adanya evaluasi berkala terhadap yurisprudensi yang ada untuk memastikan bahwa sistem 
peradilan tetap responsif terhadap perubahan zaman, dan keputusan yang diambil tetap relevan 
dengan kebutuhan sosial masyarakat. 

Secara keseluruhan, konsistensi yurisprudensi memberikan dampak positif yang besar 
terhadap penyelesaian sengketa tata usaha negara, namun juga menuntut adanya fleksibilitas dan 
pembaruan agar tetap mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Oleh karena 
itu, menjaga keseimbangan antara konsistensi dan fleksibilitas dalam penerapan yurisprudensi 
adalah hal yang sangat krusial untuk memastikan sistem peradilan Indonesia dapat berfungsi 
secara optimal dan adil. 
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